
 

BUPATI PONOROGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR    123    TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI PONOROGO 

 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah 

Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor    
6757) ; 

  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4028); 
  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

  
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  
16. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

  
18. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 
  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13); 

  
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2025 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2026; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan.  
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5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 
terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan 

daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 

Rp2.246.318.784.334,82 (dua triliun dua ratus empat puluh 
enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan 
puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma delapan 

dua rupiah) yang bersumber dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar 

Rp528.737.801.634,82 (lima ratus dua puluh delapan 
miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus satu 
ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua 

rupiah); dan 

2. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar 
Rp1.717.580.982.700,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh 

belas miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus 
delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) 

b. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar                                         
Rp2.219.663.545.894,82 (dua triliun dua ratus sembilan belas 
miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh 

lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan 
puluh dua rupiah) yang terdiri atas: 

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar 
Rp1.646.111.106.708,00 (satu triliun enam ratus empat 
puluh enam miliar seratus sebelas juta seratus enam ribu 

tujuh ratus delapan rupiah); 

2. Belanja Modal direncanakan sebesar 
Rp183.815.998.736,82 (seratus delapan puluh tiga miliar 

delapan ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan 
puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma 

delapan puluh dua rupiah); 

3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 

4. Belanja Transfer direncanakan sebesar 
Rp384.736.440.450,00 (tiga ratus delapan puluh empat 
miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat 

puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). 

c. Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang terdiri atas: 

1. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar 
Rp15.300.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus juta 
rupiah); dan 

2. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar 
Rp41.955.238.440,00 (empat puluh satu miliar sembilan 

ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan 
ribu empat ratus empat puluh rupiah). 
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d. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 

belanja daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar 
Rp26.655.238.440,00 (dua puluh enam miliar enam ratus lima 
puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus 

empat puluh rupiah). 

e. Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan 

sebesar Rp-26.655.238.440,00 (minus dua puluh enam miliar 
enam ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan 

ribu empat ratus empat puluh rupiah). 
 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 terdiri dari : 

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II   : Penjabaran APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub  Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Hibah; 

d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat 
Umum dan Bersifat Khusus; 

f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 
dan Besaran Bagi Hasil; 

g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian 
Obyek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Obyek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

i. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah 

Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang 
APBD dan Rancangan Perkada tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 

Perbatasan Negara; 



j.    Lanpiranx
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Rekapitulasi    dan     Sinkronisasi
Penj abaran        A PB D        yang
berdasarkan sumber dana; dan

Perkada
disajikan

k.   LampiranxI     :    Formulir    Komitmen    Pemerintah    Daerah
menganggarkan    barang   dan   jasa   serta
belanja modal berupa produk Dalam Negeri
(PDN)  dan Tingkat Komponen  Dalam Negeri
(TKDN).

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 4

Pelaksanaan  Penjabaran  Anggaran  Pendapatari  Belanja  Daerah
yarig ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran  satuan  kerja perangkat daerah
sesuai dengan. ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 31 Desember 2025

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA
Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 31-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
RABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH RABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR  123.

I




